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SALINAN                       P E N E T A P A N

Nomor  0497/Pdt.P/2016/PA Dgl.

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam

perkara Permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh : 

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

tempat tinggal, di, Kabupaten Donggala, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur  34  tahun,  agama Islam,  pendidikan  SD,  pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  tinggal  di  Kabupaten  Donggala,  sebagai

Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah  mendengar  keterangan  Para  Pemohon  dan  saksi-saksi  dalam

persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang,  bahwa para  Pemohon berdasarkan  Surat  Permohonannya

tertanggal  26  September  2016 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan

Agama  Donggala  dengan  register  perkara  Nomor  0497/Pdt.P/2016/PA Dgl.

tanggal 11 Oktober 2016 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai

berikut:

1. Bahwa pada tanggal  24 Maret  2001  ,  para Pemohon melangsungkan

pernikahan menurut agama Islam di  Desa Labuan Salumbone,  Kecamatan

Labuan, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah; 

2. Bahwa  pada  saat  pernikahan  tersebut  Pemohon  I  berstatus  perjaka

dalam usia  24 tahun,  dan Pemohon II  berstatus perawan dalam usia  19

tahun, pernikahan  dilangsungkan  dengan  wali  nikah Ayah  kandung

Pemohon II yang bernama Dariso yang akad nikahnya diwakilkan kepada

imam masjid bernama Burhan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang
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di antaranya masing-masing bernama: Hasan L dan Kandaco dengan mas

kawin berupa uang Rp 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah); 

3. Bahwa  antara  para  Pemohon  tidak  ada  pertalian  nasab,  pertalian

kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak

ada  larangan  untuk  melangsungkan  pernikahan,  baik  menurut  ketentuan

hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa  setelah  pernikahan  para  Pemohon  hidup  rukun  sebagaimana

layaknya suami istri dan telah  dikaruniai 3 orang anak bernama:

4.1. ANAK I, umur 14 tahun;
4.2. ANAK II, umur 10 tahun;
4.3. ANAK III, umur 3 tahun;

5. Bahwa  selama  pernikahan  tersebut  tidak  ada  pihak  ketiga  yang

mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula

para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta

nikah, karena  P3N Labuan tidak mencatatkan  perkawinan para Pemohon

sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk

kepastian hukum dan mengurus kepentingan hukum lainnya;

7.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa  para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim

untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon

II yang terjadi pada tanggal 24 Maret 2001 ;

8.---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa para  Pemohon bersedia  membayar  biaya perkara sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;

      Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan  sah  pernikahan  Pemohon  I  dengan  Pemohon  II  yang

dilangsungkan  pada  tanggal  24  Maret  2001   di  Kecamatan  Labuan,

Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah;
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3. Memerintahkan  kepada  Kepala  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Labuan,  Kabupaten  Donggala, sebagai  tempat  tinggal  terakhir  untuk

mencatatkan perkawinan Pemohon I  dan Pemohon II  dalam daftar  yang

disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila  Pengadilan  Agama Donggala  cq.  Majelis  hakim  berpendapat

lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di

persidangan  dan  pemeriksaan  perkara  dimulai  dengan  pembacaan  surat

permohonan  Para  Pemohon  yang  isinya  tetap  dipertahankan  oleh  Para

Pemohon; 

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan  bukti  2  (dua)  orang  saksi  yang  telah  memberikan  keterangan

seorang demi seorang di bawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut: 

1. SAKSI I, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Petani,

bertempat  tinggal  di  Desa  Labuan  Salumbone,  Kecamatan  Labuan,

Kabupaten Donggala;

o Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon I  dan Pemohon II  karena

saksi sepupu para Pemohon;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena

keduanya belum pernah bercerai;

o Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menikah  di  Desa  Labuan

Salumbone, Kecamatan  Labuan, Kabupaten  Donggala pada  tanggal 24

Maret 2001 ;

o Bahwa  saksi  hadir  pada  waktu  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

menikah;

o Bahwa yang menjadi  wali  pada saat  itu  adalah  Ayah Kandung

Pemohon II yang bernama Dariso yang akad nikahnya diwakilkan kepada

imam masjid bernama Burhan;

o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan L dan Kandaco;
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o Bahwa  mahar  yang  diberikan  Pemohon  I  kepada  Pemohon  II

pada waktu itu berupa uang Rp 110.000;

o Bahwa  status  Pemohon  I  pada  waktu  akan  menikah  adalah

perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

o Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mempunyai

hubungan  yang  menyebabkan  mereka  terlarang  untuk  menikah,  baik

hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;

o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun

yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

o Bahwa  selama  dalam  pernikahan  antara  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

o Bahwa  tujuan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan

permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum; 

2. SAKSI  II, umur  47  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SD,  Pekerjaan

Petani, bertempat tinggal di  Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan,

Kabupaten Donggala;

o Bahwa saksi kenal  dengan Pemohon I  dan Pemohon II  karena

saksi ipar Pemohon II;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II masih tetap suami istri karena

keduanya belum pernah bercerai;

o Bahwa  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  menikah  di  Desa  Labuan

Salumbone, Kecamatan  Labuan, Kabupaten  Donggala pada  tanggal 24

Maret 2001 ;

o Bahwa  saksi  hadir  pada  waktu  Pemohon  I  dan  Pemohon  II

menikah;

o Bahwa yang menjadi  wali  pada saat  itu  adalah  Ayah Kandung

Pemohon II yang bernama Dariso yang akad nikahnya diwakilkan kepada

imam masjid bernama Burhan;

o Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Hasan L dan Kandaco;

o Bahwa  mahar  yang  diberikan  Pemohon  I  kepada  Pemohon  II

pada waktu itu berupa uang Rp 110.000;
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o Bahwa  status  Pemohon  I  pada  waktu  akan  menikah  adalah

perjaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;

o Bahwa  antara  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  tidak  mempunyai

hubungan  yang  menyebabkan  mereka  terlarang  untuk  menikah,  baik

hubungan darah, kerabat, semenda maupun hubungan sesusuan;

o Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini tidak ada seorang pun

yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

o Bahwa  selama  dalam  pernikahan  antara  Pemohon  I  dan

Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

o Bahwa  tujuan  Pemohon  I  dan  Pemohon  II  mengajukan

permohonan isbat nikah adalah untuk kepastian hukum; 

Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut  di  atas,  Para  Pemohon

membenarkan; 

Bahwa  selanjutnya  Para  Pemohon  menerangkan  dirinya  tidak  akan

mengajukan  keterangan  maupun  bukti-bukti  lagi  dan  sama-sama  mohon

penetapan;

Bahwa  tentang  jalannya  pemeriksaan  persidangan  semuanya  telah

dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat,

maka Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan

bagian dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon  I  dan

Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas; 

Menimbang,  bahwa  para  Pemohon  telah  mengajukan  permohonan

pengesahan nikah dengan dalil-dalil  yang pada pokoknya bahwa pemohon I

telah menikah dengan pemohon II pada tanggal 24 Maret 2001  di Kecamatan

Labuan Salumbone, Kabupaten  Donggala, dengan wali  nikah  Ayah kandung

Pemohon II  bernama  Dariso,  yang  akad  nikahnya  diwakilkan kepada imam

masjid  bernama Burhan dan  dihadiri  dua  orang  saksi  nikah  yang  bernama

Burhan dan Kandaco, dengan mas kawin berupa uang Rp 110.000;
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  kebenaran  dalil-dalil

permohonan mereka, maka wajib bagi para Pemohon untuk dibebani beban

pembuktian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Para Pemohon mengenai

hubungan antara keduanya telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang

saksi masing-masing bernama Burhan bin Lakuda dan Hasan bin Mahmud;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  tersebut  di  atas  telah  memberikan

keterangan  secara  terpisah  seorang  demi  seorang  dengan  mengangkat

sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi

syarat  formil  dan  materiil  saksi,  maka  permohonan  Para  Pemohon  telah

terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut, maka alat-alat bukti

Pemohon I  dan Pemohon II  menjadi  alat  bukti  volledig  en  bindende bewijs

kracht (yang sempurna dan mengikat);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II

dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon I dan Pemohon II serta hal-hal yang

terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum

yang pada pokoknya sebagai berikut; 

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 24 Maret

2001  di Kecamatan Labuan Salumbone, Kabupaten Donggala;

o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan wali nikah Ayah

kandung Pemohon  II  bernama  Dariso  yang  akad  nikahnya  diwakilkan

kepada imam masjid bernama Burhan dengan dihadiri dua orang saksi nikah

yang  bernama  Hasan  L dan  Kandaco,  dengan  mas  kawin  berupa  uang

sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) tunai;

o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagai suami isteri

sampai sekarang dan tidak pernah bercerai;

o Bahwa pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

dan berdasarkan pula kenyataan bahwa antara Pemohon I  dan Pemohon II

tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami isteri selama
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16 tahun,  selama itu  pula  tidak  ada orang yang  merasa keberatan  bahkan

hingga saat  ini  telah  dikaruniai  3 (tiga)  orang anak,  oleh  karenanya Majelis

berpendapat bahwa pernikahan tersebut adalah sah (  Vide pasal  2 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ) ;

Menimbang,  bahwa Para Pemohon mohon agar  pernikahannya dapat

diisbatkan dengan maksud agar perkawinan Pemohon I  dengan Pemohon II

tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk

kepastian hukum, serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon tersebut telah ternyata

mempunyai  kepentingan  hukum  yang  layak  dan  ternyata  pula  pernikahan

tersebut tidak mempunyai  halangan perkawinan menurut  ketentuan Undang-

Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Bab IV Kompilasi Hukum Islam, oleh karena

itu permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan patut dikabulkan;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  permohonan  Para  Pemohon  telah

dikabulkan,  maka  Majelis  patut  memerintahkan  kepada  Pemohon  untuk

mendaftarkan  pernikahannya  tersebut  di  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

setempat untuk diterbitkan Buku Nikah;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  bidang  perkawinan,  maka

sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana

telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor  3  tahun  2006  dan  perubahan

kedua  dengan  Undang-undang  Nomor  50  tahun  2009  biaya  perkara

dibebankan kepada  Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; 

2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, (PEMOHON I) dengan

Pemohon  II,  (PEMOHON  II)  yang  dilaksanakan  pada  tanggal  24  Maret

2001,  di  Kecamatan  Labuan,  Kabupaten  Donggala,  Provinsi  Sulawesi

Tengah;
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3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan

perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;

4. Membebankan  kepada  Pemohon I  dan  Pemohon II untuk  membayar

biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah  penetapan  ini  dijatuhkan  oleh Hakim  Pengadilan  Agama

Donggala pada  hari  Senin tanggal  14 November 2016  Masehi,  yang

bertepatan dengan tanggal 14 Sapar 1438 Hijriyah oleh NAHARUDDIN, S.Ag.,

sebagai  Hakim  Tunggal,  dan  penetapan  tersebut  diucapkan  dalam  sidang

terbuka untuk umum pada hari itu dengan dibantu  oleh NUNIEK WIDRIYANI,

S.H.,  sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh Pemohon  I  dan

Pemohon II.    

                                       HAKIM TUNGGAL

TTD            

NAHARUDDIN, S.Ag.          

PANITERA PENGGANTI

TTD            

   NUNIEK WIDRIYANI, S.H.,

Perincian Biaya Perkara: 

Biaya Pendaftaran Rp     30.000,-

Biaya Proses/ATKPerkara Rp    50.000,- 

Biaya Redaksi Rp      5.000,- 

Biaya Meterai                          Rp               6.000,-   

J u m l a h            Rp         91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).
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                        Salinan sesuai dengan aslinya
                  Panitera Pengadilan Agama Donggala,

                                   

                                                          Dra. Hj. DJAWARIAH M. AMIN. 
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